Menimbang

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 353/ ¢ep/ 2022
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN /KOTA
"~ TAHUN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan, dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022

tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023,

menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah

Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 88 C ayat

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo.
Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta, Undang-Undang 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
58);

. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6648);

. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2023 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1165);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023, dengan besaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Upah Minimum Kabupaten/Kota berlaku bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan

yang bersangkutan

Kepada Pengusaha:

a. wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah
di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan
masa Kkerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada
struktur dan skala upah;

b. tidak melakukan penangguhan pembayaran Upah
Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2023;

c. dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum
Kabupaten/Kota 2023; dan

d. apabila ketentuan dalam huruf a sampai dengan huruf c di
atas tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi
administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/KEP/2021 tentang
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 di
Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 7 DESEMBER 2022

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;

Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
Pimpinan DPRD DIY;

Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se DIY;
Bupati/Walikota se DIY;

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
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Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
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. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
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. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
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. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Kidul;
13. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7353 /kEP/ 2022
TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2023

No. Kabupaten/Kota Upah Minimum Kabupaten/Kota
1. | Kota Yogyakarta Rp2.324.775,51
2. | Kabupaten Sleman Rp2.159.519,22
3. | Kabupaten Bantul Rp2.066.438,82
4. | Kabupaten Kulon Progo Rp2.050.447,15
5. | Kabupaten Gunung Kidul Rp2.049.226,00






